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MASYARAKAT DI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa sehubungan dengan adanya masukan dari masyarakat serta
stakeholder lainnya, terutama dalam kewenangan pemberian ijin
pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat, dipandang perlu
mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan
Tengah

1.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang—Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah Dan
Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai
Undang-Undang ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1622);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3478



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor S Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan. Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian
Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang
Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-
45/MENLH10/1997 tertang Indeks Standar Pencemar Ucars
HSPU:



13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor
17 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PEMBUKAAN LAHAN DAN PEKARANGAN
BAGI MASYARAKAT DI KALIMANTAN TENGAH

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat
di Kalimantan Tengah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
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)
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©)

6)

Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara
pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang
berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Bupati/Walikota.

Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan
luas lahan dibawah 5 Ha, dilimpahkan kepada :
a. Camat, untuk luas lahan diatas 2 Ha sampai dengan 5 Ha;

b. Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan diatas 1 Ha sampai dengan 2 Ha;
c. Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 1 Ha.

Pemberian izin untuk pembakaran secara komulatif pada wilayah dan hari yang
sama :

a. Tingkat Kecamatan maksimal 100 Ha atau;
b. Tingkat Kelurahan/Desa maksimal 25 Ha.

Permohonan perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

b. Mengisi Formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Gubernur ini.

Dalam pemberian izin, pejabat yang berwenang harus memperhatikan data
Indeks resiko kebakaran dan atau hotspot (titik panas), Indeks Peringkat Numerik
Cuaca Kebakaran atau Fire Weather Index (FWI) dan atau Peringkat Numerik
Potensi Kekeringan dan Asap atau Drought Code (DC); dan atau jarak pandang
yang berada diwilayahnya berdasarkan data dari instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota.

Semua perizinan pembakaran terbatas dan terkendali dinyatakan tidak berlaku
apabila Gubermur mengumumkan status “BERBAHAYA" berdasarkan indeks
Ketakaran dan atau Indexs Standar Pencemar Udara (ISPU) sampai tingkat
«gbaxaran danr atau keadaan darura: pencemaran udara dinyatakan berhent



Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Ditetapkan dj
pada tang

Palangka Raya
8 Mei 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 :=:
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